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ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara menimbulkan
dinamika yang cukup kontroversial dalam ketatanegaraan Indonesia. Munculnya
nomenklatur baru yakni Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga
penyelenggara pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri sebagai
nahkoda dalam penyelenggaraan pemerintahannya, merupakan bentuk pengaturan
yang tidak biasa dan dianggap bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI 1945
(unconstitutional). Terlebih, terkait mekanisme pemilihan Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara yang secara langsung ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh
Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Status Indonesia sebagai negara
hukum yang konstitusional membawa konsekuensi yuridis bahwa pelaksanaan
pemerintahan harus berdasarkan aturan hukum dan sesuai dengan konstitusi
(conmstitutional) sebagai wujud nyata dari prinsip supremasi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menakar konstitusionalitas kewenangan
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai kepala penyelenggara urusan
pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan
pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan norma hukum. Metode
pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (/ibrary research), terdiri atas
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan
bahan hukum sekunder berupa literatur kepustakaan, hasil penelitian, dan lain-lain
yang utamanya berkaitan erat dengan konstitusi-konstitusionalisme, pemerintahan
daerah, dan al-istihsan sebagai penjelas bahan hukum primer. Semua data yang
dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara sebagai kepala penyelenggara pemerintahan daerah dinyatakan
konstitusional. Hal yang demikian disandarkan pada interpretasi Mahkamah
Konstitusi (MK) yang menafsirkan bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945
memberi ruang pengaturan yang luas bagi pembentuk undang-undang untuk
mengatur tentang daerah khusus di Indonesia. Suatu daerah dapat diberi
kekhususan yang sifatnya "fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata.” Terlebih
status IKN sebagai daerah khusus yang bercorak administratif memungkinkan
pengisian jabatannya melalui appointed official atau selected offical yakni dipilih
secara diangkat/ditunjuk atasannya. Dalam perspektif al-istihsan, pengaturan yang
demikian dirasa tepat karena merupakan bentuk usaha musaara’ah fil khairaat
(menyegerakan kebaikan) yang dalam hal ini adalah pembangunan Ibu Kota
Negara sebagai kepentingan bersama dan dianggap mendesak untuk dilakukan.
Hal ini sejalan konsep istihsan sebagai istinbathul hukmi yang berorientasi pada
kesejahteraan umum (maslahah mursalah).

Kata kunci: Konstitusionalitas, Kepala Otorita IKN, Pemerintahan Daerah,
Istihsan.



ABSTRACT

The relocation of the capital city to Nusantara has sparked considerable
controversy in the constitutional dynamics of Indonesia. The emergence of a new
nomenclature, namely the Nusantara Capital City Authority as the governing
body of the Nusantara Special Capital Region and the Head of the Nusantara
Capital City Authority, who holds a ministerial-level position as the leader in its
governance, represents an unusual arrangement that is considered to be in
conflict with Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
(unconstitutional). Moreover, concerning the mechanism for selecting the Head of
the Nusantara Capital City Authority, who is directly appointed and dismissed by
the President after consultation with the Indonesian House of Representatives,
carries legal implications that governance must be based on legal rules and in
accordance with the constitution as a tangible manifestation of the principle of
supremacy of law.

This research aims to assess the constitutionality of the authority of the
Head of the Nusantara Capital City Authority as the head of the government
affairs organizer of the Nusantara Capital Special Region. The research utilizes a
Jjuridical-normative approach, namely a legal norm approach. The data collection
method is conducted through library research, consisting of primary legal
materials in the form of binding regulations and secondary legal materials in the
form of literature, research findings, and others mainly related to
constitutionalism, regional governance, and al-istihsan as an explanation of
primary legal materials. All collected data are then analyzed qualitatively.

The findings of this research indicate that the authority of the Head of the
Nusantara Capital City Authority as the head of local government is
constitutional. This is based on the interpretation by the Constitutional Court,
which explains that Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia provides extensive regulatory room for legislators to
govern special regions in Indonesia. A region can be given a "flexible" special
status according to actual needs. Especially since the status of IKN as a special
administrative region allows for its positions to be filled by appointed or selected
officials, chosen by appointment or designation by their superiors. From the
perspective of al-istihsan, such arrangements are deemed appropriate as they
represent an effort in musaara’ah fil khairaat (hastening goodness), which in this
case is the development of the National Capital as a common interest and is
considered urgent. This aligns with the concept of istihsan as istinbathul hukmi,
which is oriented towards maslahah mursalah.

Keywords: Constitutionality, Head of IKN Authority, Local Government,
Istihsan.
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menggendong dan mengasuh adiknya saat bersekolah, tanpa dibekali saku untuk
sekadar membeli jajanan layaknya teman sebaya. Tak cukup sampai disitu, lagi-
lagi ekonomi jadi batu pengahalang bagi gadis malang ini untuk mengenyam
pendidikan di tingkat lanjut. Tapi gadis kecil ini tak patah semangat, ia menjelma
menjadi wanita tangguh yang bertekad bahwa anak-anaknya harus mendapatkan
kehidupan layak yang tak sempat ia dapatkan. Dengan tekad itulah penulis dapat
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dulu menjadi mimpi ibunya. Semoga Allah swt meridhoi langkah penulis untuk
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4. Untuk orang tua keduaku, MUHAMMAD MUNAWIR & SITI RODHIYAH.

Meski hanya berstatus sebagai paman dan bibi, akan tetapi turut serta

Vil
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hari hidupnya telah membersamai penulis sebagai kawan masa kecil dan adik
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam
skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara
garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Tidak
| Alif Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba B Be
] Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
d Ja J Je
Ha (dengan titik di
d Ha H
bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)




J Ra R Er
J Za z Zet
o Sa S Es
o Sya SY Es dan Ye
Es (dengan titik di
ue Sa S
bawah)
De (dengan titik di
ol Dat D
bawah)
Te (dengan titik di
h Ta T
bawah)
Zet (dengan titik di
& Za Z
bawah)
& ‘Ain I Apostrof Terbalik
& Ga G Ge
o Fa F Ef
A& Qa Q Qi
d Ka K Ka
J La L El

Xl




a Ma M Em

o Na N En

3 Wa w We

) Ha H Ha

3 Hamzah |~ Apostrof
T Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( < ) dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

83 ¢ &a | Ditulis muta’addidah

2 | Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

i&% | Ditulis hikmah
i | Ditulis “illah
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

(WY £ | Ditulis Karamah al-Auliya’

1. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

LhdBS ) | Ditulis Zakah al-Figri

D. Vokal Pendek

! - Fathah Ditulis A
2 7oty

— Kasrah Ditulis 1
3 s . \

— Dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang
Fathah + alif a
1 Ditulis
Ol Istihsan
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A
Fathah + ya’ mati
2 Ditulis Unsa
Sl
Kasrah + ya’ mati
I
3 Ditulis
al- ‘Alwant
& slall
Dammah + wawu mati il
4 Ditulis
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ai
1 Ditulis
ph e Gairihim
Fathah + wawu mati au
2 Ditulis
Js Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
aull | Ditulis a’antum
acl | Ditulis u’iddat
A8 | Ditulis la’in syakartum

XV




H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

oA | Ditulis al-Qur’an

ol | Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf' (el) nya.

Al )l | Ditulis ar-Risalah

¢Lall | Ditulis an-Nisa’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

@i blal | Ditulis Ahl ar-Ra’yi
) Jal | Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat

dan sebagainya.
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2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara konstitusional atau constitutional state, yakni
negara yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi.! Konstitusi menurut Ivo D.
Duchacek didefinisikan sebagai "identify the sources, purposes, uses and
restraints of public power™ (mengidentifikasikan sumber, tujuan penggunaan dan
pembatasan kekuasaan umum). Dari definisi yang demikian, dapat dipahami
bahwa konstitusi itu sendiri selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian.
Kekuasaan sejatinya memang harus diatur dan dibatasi, karena jika tidak, niscaya
akan menimbulkan berbagai penyimpangan (power tends to corrupt, and absolute
power corrupts absolutely). Pembatasan kekuasaan secara umum dianggap
sebagai corak utama materi konstitusi. Dalam pengertian demikian, hal yang
dianggap menjadi persoalan utama dalam setiap konstitusi suatu negara adalah
pengaturan mengenai pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan
pemerintahan.

Dalam konstitusi Indonesia telah disebutkan dengan tegas bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum?® (rechistaat), bukan negara kekuasaan
(machtsstaat). yang mana mengandung makna luas mengenai adanya pengakuan

terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip pemisahan dan

! Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
hlm. 11.

2 Ivo D. Duchacek, Constitution/Constitustionalism dalam Jimly Asshiddiqie Konstitusi
dan Konstitusionalisme (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him. 17.

3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



pembatasan kekuasaan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, tegaknya
prinsip peradilan yang merdeka dan tidak memihak, yang menjamin kesetaraan
kedudukan setiap warga negara dalam hukum, serta terjaminnya keadilan bagi
setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang
berkuasa. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan aturan hukum dan konstitusi
sebagai wujud nyata dari prinsip supremasi hukum salah satunya dapat diartikan
bahwa setiap kewenangan untuk melakukan perbuatan pemerintahan harus
berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jika tidak, maka perbuatan tersebut
dapat dianggap tidak sah (ongeldig) atau bahkan bertentangan dengan konstitusi
(unconstitutional).

Sebagai bagian dari constitutional state, maka setiap warga negara
Indonesia menyandang status sebagai constitutional society, sehingga selayaknya
turut berperan sebagai pemerhati konstitusi. Hal ini tak lain bertujuan agar
berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan terhindar dari
berbagai penyimpangan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar, yang bukan
tidak mungkin terjadi dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan dewasa ini.

Salah satu bentuk tindakan aktual pemerintah sebagai penguasa yang
diduga kuat menyimpang dari konstitusi adalah pembentukan Otorita Ibu Kota
Nusantara (selanjutnya disebut Otorita IKN), yang mana Otorita IKN merupakan
lembaga setingkat kementerian yang didapuk sebagai Penyelenggara
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Hal ini seolah tidak sejalan
dengan sikap konstitusi, yang dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan



mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan”.* Dengan adanya lembaga setingkat kementerian yang notabene
sebagai lembaga tingkat pusat sebagai pelaksana pemerintahan daerah, maka yang
terjadi adalah sentralisasi kekuasaan, dan hal tersebut tentu berbahaya bagi
kehidupan demokrasi. Terlebih, kebebasan politik yang dijamin oleh konstitusi
akan sulit dijaga atau dipertahankan ketika kekuasaan negara tersentralisir atau
dimonopoli oleh seseorang atau lembaga politik tertentu.

Persoalan lain yang terjadi sebagai efek domino dari pembentukan Otorita
IKN yang sekaligus menjadi topik utama dalam tulisan ini adalah perihal Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut Kepala Otorita IKN). Yang mana
Kepala Otorita IKN dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat UU IKN) didefinisikan sebagai
Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan
setingkat menteri, yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden
setelah berkonsultasi dengan DPR.> Rumusan norma yang demikian secara
substansial dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat
UUD NRI 1945), yang secara eksplisit menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati,
dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Hal ini tak pelak mendapat sorotan tajam dari beberapa elemen masyarakat,

utamanya karena frasa yang dipakai dalam konstruksi pasal a quo adalah “setelah

4 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



berkonsultasi dengan DPR” yang artinya suara DPR sebagai representasi rakyat
dalam parlemen hanya sebagai pertimbangan, tidak dalam bentuk persetujuan,
sehingga dapat diartikan bahwa kewenangan untuk menunjuk, mengangkat, dan
memberhentikan Kepala Pemerintah Daerah IKN menjadi hak mutlak dari
Presiden. Hal ini tentu tidak dapat diterima karena sarat mencerminkan kekuasaan
yang tiranis serta mencederai nilai-nilai demokrasi yang dibawa dalam Pasal 18
ayat (4) Konstitusi. Padahal dalam paham negara hukum, mestinya terdapat suatu
jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-
prinsip demokrasi.
Jimly Asshiddiqgie dalam bukunya konstitusi dan konstitusionalisme
Indonesia berpendapat bahwa:
“Prinsip negara hukum hendaknya dibangun dan dikembangkan menurut
prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische
rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan
ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka
(machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh berjalan dengan
mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan
berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar

(constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa

negara Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berkedaulatan

rakyat (democratische rechtsstaat)”.’

Sejatinya Konstitusi Negara Indonesia telah mengakomodasi perihal
keistimewaan dan kekhususan bagi pemerintahan daerah. Pasal 18A ayat (1)
Konstitusi secara substansial mengatur bahwa hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (1)

¢ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2018), hlm. 57.



Konstitusi menjamin bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Akan tetapi
perlu diketahui bahwa kekhususan dan keistimewaan yang saat ini ada dan
dimiliki oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia, diberikan dengan
mempertimbangkan aspek keragaman dan kebudayaan utamanya nilai historis
suatu daerah, sehingga menjadi tanda tanya besar ketika keistimewaan dan/atau
kekhususan tersebut serta-merta dapat diberikan kepada suatu daerah pada saat
dan dalam hal yang sarat kepentingan pemerintah pusat. Terlebih dengan
kekhususan yang demikian berimplikasi pada bertambah luasnya kewenangan
pemerintah pusat sekaligus mereduksi nilai demokrasi Indonesia sebagai negara
hukum yang berkedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat).

Tegaknya konstitusi dan Kkonstitusionalisme merupakan parameter
konstitusionalitas’ suatu negara, yang dalam hal ini adalah pemerintahan yang
berjalan di dalamnya. Dalam constitusional state, sejatinya yang menjadi seorang
pemimpin adalah hukum (rule of law) bukan oleh manusia dengan hukum sebagai
alat (rule of man by the law) yang mana hukum yang dimaksud merupakan hasil
dari kontrak sosio politic mayoritas rakyat dalam suatu negara. Lantas posisi
presiden dalam negara hukum demokrasi hanya semata sebagai pemangku amanat
dari rakyat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kontrak

sosio politic yang telah ditetapkan dan disepakati, sehingga tindakan penguasa

7 “Konstitusionalitas” dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan
konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum
dasar negara; tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Setiap
tindakan pemerintahan dan/atau instrumen hukum yang dibuat harus sesuai dengan konstitusi
(konstitusional). hal ini merupakan konsekuensi logis dari status Indonesia sebagai constitutional
state, yakni negara yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi.



yang diluar kesepakatan yang diatur dalam konstitusi merupakan penodaan
terhadap konsep negara hukum dan konstitusi itu sendiri.

Dari latar belakang yang demikian, penulis terpantik untuk melakukan
suatu penelitian lebih lanjut mengenai persoalan-persoalan yang telah
digambarkan sedemikian rupa di atas, yang mana penulis akan menyelisik lebih
dalam, mengkaji lebih jauh, kemudian menuangankannya secara gamblang dalam
tulisan ini yang berjudul: “KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI KEPALA
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF AL
ISTIHSAN”.

Konsepsi al Istihsan (selanjutnya disebut istihsan) yang diadopsi sebagai
pisau analisis dalam penelitian ini dirasa sangat relevan untuk menjawab
pertanyaan paling esensial dari fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini.
Yakni apakah tindakan hukum pemerintah tersebut merupakan langkah yang
terbaik dari yang baik, serta sejalan dengan tujuan hukum (maqgashid syari’ah)
yang dicita-citakan. Perspektif istihsan dipilih mengingat dengan konsep istihsan
kita dapat menentukan mana keputusan hukum yang lebih mengayomi dan lebih
mampu merealisasikan tujuan syariat dan tujuan bernegara, yang dalam hal ini
tidak lain adalah kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan Negara Indonesia
yang menempatkan diri sebagai welafare state (negara kesejahteraan), yang
mengandung makna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik

hukum Indonesia berorientasi kepada kesejahteraan umum.



B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana konstitusionalitas kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara sebagai kepala penyelenggara pemerintahan daerah?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN secara langsung
oleh Presiden dalam pandangan hukum a/ Istihsan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana konstitusionalitas kewenangan Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Kepala Penyelenggara Pemerintahan
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum a/ Istihsan perihal
penunjukan kepala penyelenggara pemerintahan daerah secara langsung
oleh presiden.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoretis

Penulis berharap pembahasan di atas dapat menciptakan pengertian,

pemahaman, dan nalar kritis bagi pembaca tentang bagaimana

konstitusionalitas kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai

Kepala Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khazanah ilmu



pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum, khususnya

hukum tata negara.

b. Secara Praktis

1) Hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi semua orang, terkhusus
yang menggeluti keilmuan hukum tata negara. Penelitian ini diharapkan
mampu menjadi pemantik bagi sivitas akademika di bidang hukum
untuk melahirkan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang membahas topik
serupa.

2) Bagi Pemerintah Negara Indonesia dan para pemerhati konstitusi,
tulisan ini diharapkan menjadi kritik dan masukan perihal apakah
keputusan untuk menjadikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
sebagai Kepala Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara dengan ditunjuk, dilantik, dan diberhentikan langsung oleh
presiden merupakan satu langkah hukum yang tepat dan relevan,
dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang akan dikaji dalam
penelitian ini.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian berbasis data
pustaka, yang mana membawa konsekuensi dilakukannya /iterature review atau
telaah pustaka terhadap penelitian penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang
serupa. Telaah pustaka merupakan suatu etika ilmiah yang dilakukan dengan

tujuan mendapatkan gambaran mengenai kaitan tema penelitian ini dengan



penelitian sejenis yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti lain.® Salah satu
tujuannya adalah untuk mengetahui novelty (unsur kebaruan atau temuan dari
sebuah penelitian), juga agar tidak terjadi pengulangan yang sia-sia.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Farina Gandryani yang
berjudul “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk
Pemerintahan Daerah”.’ tulisan tersebut bertujuan menemukan kebenaran
koherensi antara UU IKN dengan Konstitusi Indonesia. Lantas pendekatan yang
dipergunakan adalah pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan
perundang-undangan. Penelitian tersebut berfokus pada legalitas Otorita IKN
sebagai bentuk lembaga pemerintahan daerah, sedangkan dalam penelitian ini
akan lebih mengarah pada kajian konstitusionalitas kewenangan Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara sebagai pejabat setingkat menteri yang didapuk sebagai
kepala pemerintahan daerah. Penulis dalam penelitian ini juga tidak hanya
mengkaji konstitusi dan konstitusionalitas secara tekstual sesuai bunyi pasal, akan
tetapi juga mengurai bagaimana nilai dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu
konstruksi pasal dengan mengkaji original intent serta landasan filosofis dan
sosiologis pasal itu sendiri.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Habib Al Fikry yang berjudul
“Diskursus  Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan

Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

8 Rizqo Dzulqornain, “Mekanisme Pembentukan Perppu di Indonesia dalam Perspektif
kerangka Hukum Ushul Figh”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
(2021), hlm. 8.

® Fikri Hadi dan Farina Gandryani, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara
Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah” Majalah Hukum Nasional, Vol. 5 No. 1 (2022).



Negara”.!? tulisan tersebut berkonstrasi pada kajian konstitusionalitas UU IKN.
Penelitian tersebut fokus pada kritik formil dan materiil Undang-Undang a quo
dalam diskursus negara hukum demokrasi. Adapun penelitian ini akan
berkonsentrasi pada studi kritis apakah kenyataan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden
sebagai kepala penyelenggara pemerintahan daerah merupakan langkah hukum
yang baik dan benar dalam teori pemerintahan daerah, serta dalam pandangan
hukum Istihsan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fikri Himawan yang berjudul “Implikasi
Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspketif
Maslahah Mursalah”. Penelitian tersebut mendeskripsikan dampak apa yang akan
terjadi ketika pemindahan ibu kota negara terlaksana, yang akan diteliti dengan
konsep maslahah mursalah. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa implikasi
yang timbul dari rencana pemindahan ibu kota negara tidak sesuai dengan syarat
dan tujuan dari konsep maslahah mursalah yaitu mendatangkan kebaikan atau
menjauhi ke-mudharat-an. Karena lokasi IKN yang terpilih saat ini telah
mengalami kerusakan lingkungan akibat pembangunan seperti banjir,polusi udara,
pencemaran air, kebakaran hutan, serta berkurangnya ruang terbuka hijau
sehingga menjadi ancaman bagi flora dan fauna. Kemudian dari aspek ekonomi,

pemindahan ibu kota negara yang baru hanya berdampak pada perkembangan

10 Ahmad Habib Al Flkry, “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas
Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”,
Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 8 (Agustus 2022).
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ekonomi di lingkup wilayah IKN saja, dan tidak terjadi di wilayah lain.!! Dari sini
tampak jelas distingsi antara penelitian tersebut dengan tulisan ini yang akan
berfokus pada konstitusionalitas kedudukan dan kewenangan Kepala Otorita IKN
sebagai Kepala Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad RM Fayasy Failaq dan
Faraz Almira Arelia yang berjudul “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara”.!?> Penelitian ini secara garis besar
menggali jawaban tentang konsep kekuasaan dan kewilayahan pemerintah daerah
secara konseptual dan yuridis disertai analisis pada IKN Nusantara. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian konsep kekuasaan dan
kewilayahan pemerintah daerah khusus IKN yang terbukti dengan sistem daerah
khusus setingkat provinsi yang tidak dikenal dalam pembagian wilayah di
Indonesia sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, serta penerapan
wilayah administrasi yang terlepas dari adanya daerah otonom di IKN yang tidak
sesuai dengan konsepsi pemerintah daerah di Indonesia yang menganut sistem
prefektur terintegrasi (integrated prefecture system) serta semangat otonomi
daerah yang disuarakan pasca reformasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan
tulisan ini terletak pada objek kajian, yang mana penelitian ini fokus pada
persoalan konstitusionalitas kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai Kepala

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

' Fikri Himawan, “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik
Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (2021).

12 MRM Fayasy Failaq dan Faraz Almira A, “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara”, Jurnal Studi Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 1
(November 2022).
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Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ervin Nugrohosudin yang berjudul
“Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.!> Secara garis besar penelitian
ini membahas mengenai tugas, fungsi, dan wewenang kepala otorita dan
bagaimana kedudukan Kepala Otorita berdasarkan UU IKN. Perbedaan dengan
skripsi yang disusun penyusun terletak pada pokok pembahasan, yang mana
penelitian tersebut mendeskripsikan kedudukan serta tugas pokok dan fungsi
Kepala Otorita IKN tanpa memandang adanya ambiguitas kedudukan dan
kewenangan dari Kepala Otorita IKN itu sendiri dalam ketatanegaraan Indonesia,
sedangkan dalam tulisan ini penyusun menyangsikan koherensi antara ketentuan
dalam UU IKN yang melegitimasi kedudukan serta kewenangan Kepala Otorita
IKN sebagai Kepala Penyelenggara Pemerintahan Daerah terhadap konstitusi
sebagai hukum dasar.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Abdul Jabbar Ridho dengan judul
“Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif
Fikih  Siyasah”.'* Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai
pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan
faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Hal ini dikarenakan pemindahan
Ibu Kota Negara tidak diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945, sehingga
menimbulkan fleksibilitas yang tinggi mengenai pengambilan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi

13 Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”, Jurnal Legislatif,
Vol. 5 No.2 Juni (2022).

14 Abdul Jabbar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
(2020).
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pemindahan ibu kota karena kepadatan Jakarta. Tinjauan perspektif fikih siyasah
menunjukkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan dapat
dilakukan guna kemaslahatan umat mengingat Jakarta yang tidak bisa terus-
menerus menjadi ibu kota negara. Perbedaan penelitian tersebut dengan tulisan ini
sangat signifikan, dalam hal ini berkenaan dengan fokus pembahasan yang dalam
skripsi ini penyusun berkonsentrasi pada kewenangan Kepala Otorita IKN
sebagai kepala penyelenggara pemerintahan daerah.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, dengan
judul “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif
Konstitusi”.!> Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai konsep ibu
kota di Indonesia baik dengan membandingkan diluar negeri maupun membahas
dalam perspektif sejarah konstitusi di Indonesia. Penelitian ini juga membahas
mengenai kewenangan Presiden dalam melakukan pemindahan dan penetapan ibu
kota. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara konstitusional Presiden RI
tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk memindahkan ibu kota. Presiden
mempunyai kekuasaan untuk mengajukan usul pemindahan ibu kota untuk
selanjutnya harus dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan dari parlemen.
Distingsi antara penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada fokus
penyusun untuk membahas mengenai konstitusionalitas Kepala otorita IKN
sebagai pejabat setingkat menteri yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan

langsung oleh presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus

15 Fikri Hadi and Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan
Presiden Dalam Perspektif Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 3 (2020).
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IKN, bukan membahas mengenai kewenangan presiden dalam memindahkan ibu
kota negara.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Rizki Mulyaningsih dengan judul
“Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum
Pemerintahan Daerah”.'® penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan kepala
otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari perspektif
hukum otonomi daerah serta bagaimana implikasi pengaturan kedudukan kepala
otorita ditinjau dari hukum otonomi daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa pengaturan kedudukan kepala otorita IKN masih bersifat sentralisasi dan
belum sesuai dengan UUD NRI 1945. Implikasi dari pengaturan kedudukan
Kepala Otorita IKN ditinjau dari hukum otonomi daerah juga seolah belum
mencerminkan adanya sistem otonomi dan desentralisasi yang menjadi semangat
pada era reformasi. Penelitian tersebut fokus pada kedudukan Kepala Otorita IKN
dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, sedangkan skripsi ini mengkaji
pemberian kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan
daerah dalam aspek konstitusionalitas dan aspek kemanfaatan dalam pandangan
hukum istihsan.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Dianora Alivia dengan Judul “Politik
Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Khusus dan Bersifat
Istimewa di Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui politik

hukum keberadaan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa berdasarkan

16 Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif
Pemerintahan Daerah”, Lex Renaissance, Vol. 7 No. 2 (April 2022).
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UUD 1945 serta arah dan tujuan pembentukannya.!” Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian kekhususan atau keistimewaan tersebut dibatasi
kepada Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi DKI
Jakarta, dan Provinsi Yogyakarta. Arah kebijakan pembatasan terhadap kriteria
daerah yang ditetapkan sebagai daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah memperhatikan kemajemukan
masyarakat didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan
persatuan bangsa. Berbeda dengan penelitian di atas, tulisan ini mengkaji apakah
kekhususan daerah yang dilekatkan kepada Ibu Kota Negara serta merta
memberikan Kepala Otorita IKN kedudukan dan kewenangan sebagai Kepala
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafri Syamsuddin
dengan judul “Analisis Konsep Otorita Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara)”.'®
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab terkait masalah bagaimana kedudukan
dan konsep pemerintah Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Peraturan Presiden
Nomor 62 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, dan bagaimana konsep
pemberlakuan pemerintah Otorita IKN dalam perspektif Imam Al Mawardi. Hasil
penelitian ini adalah 1) Kedudukan dan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

dalam Perpres No. 62 Tentang Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat

17 Dianora alivia, “Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus
atau Bersifat Istimewa di Indonesia”, Jurnal Rechtldee, Vol. 14 No.2 (September 2019).

18 Muhammad Syafri Syamsuddin, “Analisis Konsep Otorita Perspektif Imam Al-

Mawardi (Studi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang otorita Ibu Kota Nusantara)”.
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).
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kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan,
pemindahan, dan penyelenggaraan IKN. Konsep Otorita Ibu Kota Nusantara
dalam Perpres No. 62 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara sama dengan konsep
wazir Tafwidh yang mempunyai wewenang memutuskan hukum secara mandiri,
melantik pejabat sendiri, termasuk mengelola wilayah; dan 2) Dalam perspektif
siyasah dusturiyah terkait konsep Otorita IKN sesuai dengan Al-Qur’an Surat
Taha ayat 29-31 akan tetapi penunjukan kepala Otorita yang langsung ditunjuk
oleh presiden dinilai mengikis nilai demokrasi karena kurangnya partisipasi
pemilihan, kurang rasional, dan mengesankan sikap tertutup. Penelitian tersebut
berkonsentrasi pada analisis konsep otorita dan kedudukan hukumnya dalam
pandangan hukum Islam khususnya perspektif dari imam Al-Mawardi dengan
menggunakan studi Peraturan Presiden, sedangkan fokus pembahasan skripsi
yang tengah disusun penulis ini akan dibatasi pada kajian konstitusionalitas
kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
daerah.
E. KERANGKA TEORI

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme

Menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan “kumpulan prinsip-prinsip
yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah
(rakyat), dan hubungan di antara keduanya”.!” Dapat dipahami bahwa

konstitusi menurut definisi Strong memuat tiga hal pokok, yakni prinsip-

19 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah
dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan
Nusamedia, 2004), HIm. 15
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prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, prinsip-prinsip mengenai hak-hak
warga negara dan prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara
dengan pemerintah. Sementara James Bryce mengemukakan bahwa “A4
constitution as a frame work of political society, organised through and by

6

law*  (konstitusi sebagai satu kerangka masyarakat politik yang
pengorganisasiannya melalui dan oleh hukum).?°

Konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena
merupakan wujud perjanjian sosial (sosio contract) tertinggi seluruh rakyat
yang berdaulat dalam suatu negara. Kandungan yang terdapat dalam
konstitusi mencakup berbagai aspek yang sentral dalam eksistensi suatu
negara, yang mana memuat dokumen hukum, politik, ekonomi, dan lain
sebagainya yang berfungsi sebagai kiblat yang memberikan pedoman, arah,
dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi
tentang aturan main organisasi negara sehingga terdapat kepastian bagi
terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Dengan alasan
yang demikian, kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan
sesuatu keniscayaan.

Pada tataran inilah eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara pada
hakikatnya merupakan akar paham konstitusionalisme, dimana tidak hanya
dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat

dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat bagi rakyat

untuk mengkonsolidasi kedudukan politik dan hukum dengan mengatur

20T Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah
Perubahan UUD NRI 1945, (Malang: Setara Press, 2012), Hlm. 27.
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kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya, pada saat ini
konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum tetapi juga merumuskan atau
menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, garis haluan negara, dan patokan
kebijaksanaan (policy) yang semuanya mengikat penguasa.?!

Lebih lanjut, konstitusi dalam pandangan Jimly, menghendaki negara
terbentuk atas hukum dasar (basic norm) yang demokratis, yang merupakan
naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga konstitusi yang dibentuk adalah
konstitusi demokrasi yang menghendaki the rule of law.??> Dengan batasan
tegas yang ditentukan konstitusi sebagai aturan dasar negara, maka
diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk
mengendalikan kepentingan kekuasaan. Selain itu, konstitusi juga diharapkan
mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak-hak rakyatnya.

Dengan demikian, paham konstitusionalisme memuat esensi
pembatasan kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi
sebagai norma hukum tertinggi. Persoalan yang dianggap terpenting dalam
paham konstitusional adalah pengaturan mengenai pengawasan atau
pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Paham Konstitusionalisme
mengemban the limited state, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan
tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas

dalam pasal-pasal konstitusi.

2l Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, (Yogyakarta: Total
Media, 2010), him. 34.

22 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Ketatanegaraan, (Bandung: The Biografy Institute,
2007), hlm. 87.
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Dalam hal ini Andrew Vincent menegaskan bahwa “constitutionalists
have placed their primary emphasis on limitating and diversifying authority
and power”?® Oleh karena itu, pada pokoknya paham konstitusionalisme
modern sebenarnya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang
lazim disebut sebagai prinsip limited government. Artinya, dalam paham
konstitusionalisme, kekuasaan itu terbatas dan dilaksanakan dengan prosedur
yang ditentukan, sehingga kekuasaan pemerintahan tidak bisa sewenang-
wenang dan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
bertanggung jawab. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara
alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan
peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah secara definitif dalam rumusan Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengisyaratkan bahwa konstruksi
sistem pemerintahan daerah menjadi isu yang terus mengalami dinamika dan

perkembangan. Salah satunya dapat dilihat dari amandemen UUD NRI

23 Bactiar, “Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Konsteks Penyelenggaraan
Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan
Keadilan, Vol. 6 No. 1 (Maret 2016), hlm. 9.
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Tahun1945, dimana ketentuan mengenai pemerintahan daerah mengalami
perubahan yang signifikan. Sebelum amandemen, pengaturan mengenai
pemerintahan daerah hanya terdapat dalam satu pasal saja, yakni dalam Pasal
18. kemudian pasca amandemen, pengaturan mengenai pemerintahan daerah
diubah menjadi 3 (tiga) pasal dengan jumlah total 11 (sebelas) ayat.

Dinamika yang dimaksud di atas salah satunya ditunjukkan dengan
adanya perubahan paradigma hubungan pusat dengan daerah, dari yang
sebelumnya (terutama pada masa orde baru) terkesan sentralistis menjadi
desentralistis,”* sekaligus menunjukkan posisi negara untuk menegaskan
kedudukan pemerintahan daerah dalam konstruksi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pola hubungan pusat-daerah yang sebelumnya terkesan paternalistis
dan sentralistis, diubah menjadi pola hubunganyang bersifat kemitraan dan
desentralistis.?® Hal tersebut ditunjukkan, misalnya dengan adanya penguatan
otonomi daerah melalui penegasan bahwa pemerintah daerah berwenang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, serta berwenang
menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali terhadap urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.?

Dengan demikian, kewenangan mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengurus

24 Prisca O. Rumokoy, “Politik Hukum Desentralisasi Fiskal di Era Otonomi Daerah”,
Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. XXI, No. 33, (April-Juni 2013), him. 86.

25 Syaukani, Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009), hlm. 171.

26 Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

20



atau mengelola sendiri (zelfbestuuren) urusan pemerintahan sebagaimana
disebutkan diatas, pada dasarnya merupakan pengejawantahan konsep
otonomi daerah yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
Lebih lanjut, meskipun daerah diberikan otonomi seluas-luasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, terdapat
pembatasan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, yakni sepanjang tidak
mengatur urusan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang ditentukan
sebagai urusan pemerintahan pusat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari
konstruksi Indonesia sebagai negara kesatuan, yang pada prinsipnya hanya
terdapat satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan
tertinggi dalam lapangan pemerintah. Meski demikian, sebagaimana
tercermin dalam rumusan pasal-pasal mengenai pemerintahan daerah dalam
UUD NRI Tahun 1945, Indonesia tidak menganut konsep negara kesatuan
secara penuh,?’ melainkan konsep negara kesatuan yang terdesentralisasi,
dimana terdapat tugas-tugas tertentu yang diatur dan diurus sendiri oleh
daerah. Maka dari itu, pemerintahan daerah dikonstruksikan sebagai unsur
dari pemerintahan nasional, bukan merupakan bagian-bagian wilayah yang

bersifat independen.?®

27 M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundangundangan Mengenai

Pemerintah Daerah, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 8.

28 Mohammad Fajrul Falaakh, Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD

1945 oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2014), hlm. 118. Lihat juga Ni’'matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan
dan Problematika, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 54.
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3. Al Istihsan

Istihsan secara etimologi diartikan menganggap ataupun menyakini
kebaikan atas sesuatu. Istihsan ialah sebuah hasil yang diperoleh atas
pemikiran mujtahid atas akal dan juga istinbdth hukum yang dilakukannya.?’
Secara konsep sendiri istihsan diartikan sebagai sebuah bentuk guna
mengambil serta mengamalkan hukum karena dianggap sebagai hukum yang
lebih unggul jika dibandingkan dengan praktik yang diterapkan oleh hukum
asal. Istihsan ialah dalil hukum Islam yang banyak digunakan dalam
terminologi serta istinbath hukum oleh ulama mazhab Imam Malik, Imam
Abu Hanifah serta sebagaian pengikut Imam Hambali.

Menurut pandangan Imam Hanafi pemakaian istihsan selaku hujjah
karena berlandaskan pada penelitian bagi bermacam permasalahan serta
pelaksanaan hukumnya, namun nyatanya bertentangan dengan syarat giyas
ataupun syarat kaidah universal, yang mana terkadang dalam pelaksanaannya
terhadap sebagian permasalahan tersebut justru membuat lenyap
kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia, sebab kemaslahatan umum
adalah tujuan yang utama.3’

Sementara menurut pandangan Imam Asy-Syatibi (ahli ushul fikih
Mazhab Maliki) memberikan artian tentang istihsan yakni ketika berhadapan
dengan kaidah umum, kemashlahatan parsial diberlakukan. Selanjutnya

beliau juga memberikan tambahan bahwa hakikat istihsan 1ialah

2 Sapiudin Shidiq, Ushul Figih, (Jakarta: kencana, 2011), him. 82.

30 Winarno, "Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Persfektif Imam
Hanafi", Jurnal Asy-Syar’iyyah (Desember, 2017), hlm. 49.

22



memprioritaskan al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan umum) dari pada
qivas. Imam Asy-Syatibi kemudian menambahkan bahwa istihsan tidak
sekadar bersandar terhadap logika serta hawa nafsu saja, akan tetapi
bersandarkan pada dalil yang lebih kuat. Sehingga menurut Imam asy-Syatibi,
kaidah istihsan ialah penerapan pelaksanaan kaidah al maslahah yang
ditopang oleh hukum syarak dengan menginduksi sejumlah nash secara
komprehensif, tidak hanya nash yang parsial semata.’! Para ahli ushul figh
membagi istihsan menjadi beberapa bentuk, yaitu:
a. Berdasarkan pengertiannya
Dari sudut pandang pengertiannya istihsan terbagi menjadi dua bagian:
1) Peralihan dari giyds jali ke giyds khafi disebabkan adanya dalil
yang mendukungnya.
2) Dilakukannya pengecualiah hukum Juz'i terhadap hukum dari
hukum Fkulli (aturan umum), atas dasar dalil khusus yang
mendukung
b. Berdasarkan sandarannya
Istihsan berdasarkan sandarannya terbagi menjadi beberapa bagian,
yakni:
1) Mazhab Hanafi serta Muhammad Abu Zahrah membedakan
istihsan menjadi tiga bagian, yaitu:
(a) Istihsan dengan nash

(b) Istihsan dengan ijma’, serta;

31 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid.3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2000), hlm. 771.
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(c) Istihsan dengan dharurah.
2) Abd al-Wahab Khallaf membedakan Istthsan menjadi dua
bagian, yakni:
(a) Istihsan ‘urf serta;
(b) Istihsan giyas khafi.
3) Mazhab Maliki membedakan istihsan menjadi empat bagian,
yaitu,
(a) Istihsan dengan ‘urf
(b) Istihsan maslahat
(c) Istihsan ijma’, serta;
(d) kaidah raf” al-haraj wa al-masyaqqat.’?
Atas terbaginya istihsan sebagaimana yang telah disebutkan di atas,
akan dijelaskan pengertiannnya masing-masing yaitu:
a. Istihsan bi an-nas, ialah istihsan yang didasarkan atas ayat maupun
hadis. Maksudnya 1ialah, terdapat ayat maupun hadis yang
menjelaskan tentang hukum atas persoalan yang berbeda dengan
aturan umum. Seperti dalam persoalan orang yang makan atau minum
ketika sedang berpuasa sebab ia lupa.
b. Istihsan bi al-ijma’, ialah karena terdapat kesepakatan umum

sehingga giyas ditinggalkan. Seperti, penentuan sah atau tidaknya jual

beli yang tidak menyertakan objeknya ketika sedang bertransaksi,

32 Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, (Kairo: Maktabat Da’wah al-Islamiyah,
1986), him. 80.
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sebab hal tersebut sudah jelas dan diketahui sepanjang zaman. Dalam
giyas transaksi ini tidak sah, sebab objek tidak ada.

c. Istihsan bi al-giyas khafi, yakni terdapatnya perbedaan hukum
karena asal dan cabang yang mempengaruhi giyas. Seperti, seseorang
yang mewakafkan sebuah tanah pertanian. Secara istihsan, hak terkait
tanah, Hak untuk mengairi, membangun saluran air di atas tanah yang
sudah tertutup Hukumnya tidak disebutkan secara rinci, tetapi makna
langsung dari wakaf. Dalam giyas, hak tersebut tidak langsung
dimasukkan, kecuali hak yang tercakup dalam ketentuan nash.

d. Istihsan bi al-dharurah, yakni penetapan sebuah hukum atas
kejadian yang menyimpang dari giyas, sebab terdapat peristiwa yang
darurat sehingga diharusnya dilakukan menyimpang dengan tujuan
untuk meminimalkan kesulitan. Seperti dalam syariat adanya sebuah
aturan yang melarang seseorang untuk melihat aurat lawan jenis yang
bukan mahramnya, namun jika terdapat keadaan yang memaksa
diperbolehkan. Contohnya dokter yang mengobati pasien nya.
Kebolehan tersebut hanya berlaku ketika masa penyembuhan, jika
sudah sembubh atau selesai maka hukum akan menjadi terlarang.

e. Istihsan bi al-‘urf, yakni sesuatu yang didasarkan atas adat
kebiasaan.

f. Istihsan bi al-mashlahah, ialah karena terdapat kemaslahatan
sehingga giyas ditinggalkan. Seperti, anggota serikat pekerja memiliki

jaminan. Berdasarkan pendapat Imam Malik, hal ini diperlukan
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bahkan jika dalam giyas tidak perlu ada jaminan, yang berserikat
umunya jujur.
g. Istihsan raf al-haraj wa al-masyaqqat (menolak kesukaran dan
kesulitan). yang termasuk dalam kaidah yang gqath’i yakni
ditinggalkannya persoalan kecil serta menghindari kesukaran. Seperti,
diperbolehkannya penggunaan kamar mandi umum tanpa adanya
ketentuan sama sekali. Sebab asal hukumnya ialah tidak boleh. Karena
dalam sewa menyewa harus terdapat kejelasan objek, waktu dan
ketentuan lain. Namun oleh Imam Malik hal ini dibatalkan.
F. METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran secara sistematis,
metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan
konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Sehingga
metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu
pengetahuan yang menjadi induknya.?*
Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

3 Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan
Hukumlslam", Jurnal llmiah Ekonomi Islam, (2018), him. 70-71.

3% Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2011), hlm.1.
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Penelitian yang Penulis lakukan menggunakan jenis penelitian studi
pustaka atau [library research. Jenis penelitian ini berkaitan erat dengan
metode pengumpulan data pustaka seperti membaca, mencatat, mengolah,
atau menganalisis, dan menyajikan bahan penelitian itu dalam bentuk tulisan.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis
persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.>
3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan secara yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang
berasal dari peraturan perundang-undangan berlaku, yang terkait langsung
maupun tidak langsung terhadap konstitusionalitas kedudukan dan
kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
daerah dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk membentuk
suatu pembahasan atau uraian yang kemudian ditarik satu kesimpulan.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang tidak diperoleh
langsung dari lapangan. Jenis data sekunder tersebut meliputi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

35 Sukandarumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), him. 104.
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat

mengikat, dalam tulisan ini bahan hukum primer terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2021
tentang Ibu Kota Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh;
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9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan
Walikota;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
11) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita
Ibu Kota Nusantara;
12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-
1/2003;
13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010;
14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008;
dan
15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-1X/2013.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur
kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah, dan lain-
lain. Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
sifatnya tidak mengikat karena bahan hukum sekunder merupakan
penjelasan atas bahan hukum primer yang dihasilkan dari pemikiran
para ahli.

5. Teknik Pengumpulan Data
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Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan erat dengan kasus
yang penulis tulis, baik dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, naskah
akademik, makalah, internet, maupun sumber kepustakaan lainnya. Data
dicari dengan kata kunci: konstitusionalitas; kepala otorita ibu kota nusantara;
al-Istihsan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data sekunder yang berhasil dikumpulkan
kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif,
yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, sifat gejala dan
peristiwa hukumnya. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum
relevan agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas
dengan mengaitkan bahan-bahan hukum yang ada. Mengolah dan
menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan
serta memaparkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan

tulisan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, berisi tinjauan secara komprehensif aspek-aspek yang

berkaitan dengan teori konstitusi dan konstitusionalisme, pemerintahan daerah,
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dan istihsan yang meliputi definisi, ruang lingkup, dan aspek lain yang kiranya
relevan digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dijabarkan perihal pemerintahan daerah
dan kepala pemerintahan daerah serta kekhususan-nya dalam konstitusi Indonesia.
Serta, hal yang erat kaitannya dengan topik utama penelitian ini, yakni uraian
tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
sebagai kepala penyelenggara pemerintahan di dalamnya.

Bab keempat, berisi analisis terhadap konstitusionalitas kedudukan dan
kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Kepala Penyelenggara
Pemerintahan Daerah. Serta bagaimana pandangan hukum istihsan perihal
legalitas penunjukan kepala penyelenggara pemerintahan daerah secara langsung
oleh presiden dengan mempertimbangkan keputusan hukum yang lebih
mengayomi dan lebih mampu merealisasikan tujuan syariat dan tujuan bernegara.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari bagian
awal hingga bagian akhir penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan saran atas

penulisan skripsi ini.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Pembahasan yang telah dilakukan sedemikian rupa pada bab-bab

sebelumnya perihal konstitusionalitas kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara sebagai kepala penyelenggara pemerintahan daerah menghasilkan
sejumlah konklusi akademik sebagai berikut:
1. Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai kepala penyelenggara
pemerintahan daerah dinyatakan konstitusional. Hal yang demikian disandarkan
pada interpretasi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai The Sole Intepreter of The
Constitution yang menafsirkan bahwa Pasal 18B ayat (1) memberi ruang
pengaturan yang luas bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur tentang
daerah khusus di Indonesia. Suatu daerah dapat diberi kekhususan yang sifatnya
"fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata.” sehingga tidak ada batasan yang nyata
terkait apa dan bagaimana materi tersebut harus diatur oleh undang undang.

Selain itu, status Daerah Khusus IKN yang bercorak administratif
memungkinkan pengisian jabatannya melalui appointed official atau selected
offical yakni dipilih melalui diangkat/ditunjuk atasannya. Seperti pengisian
jabatan wali kota/bupati di kota administrasi DKI Jakarta yang diangkat oleh
Gubernur atas pertimbangan DPRD. Sehingga, Kepala Otorita IKN sebagai
Kepala Pemerintahan Daerah khusus IKN yang dalam pengisian jabatannya
melalui ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi

dengan DPR tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pasal 18 ayat (4)
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Konstitusi, karena statusnya sebagai kepala daerah Daerah Administratif. Dan
kedudukan Kepala Otorita IKN yang konstitusional sebagai kepala penyelenggara
pemerintahan daerah berlaku mutatis mutandis bagi kewenangan Kepala Otorita
IKN untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

2. Perspektif istihsan memberi dimensi baru dalam diskursus perihal
pengangkatan Kepala Otorita IKN. Pandangan hukum istiisan tidak lagi berfokus
pada mekanisme pemilihan dalam tataran formil, melainkan fokus pada urgensi
dan implikasi dari tindakan hukum tersebut. Dari pembahasan yang telah
dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat dipahami bahwa penunjukan,
pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah secara langsung oleh Presiden,
merupakan bentuk usaha musaara’ah fil khairaat (menyegerakan kebaikan) yang
dalam hal ini adalah pembangunan Ibu Kota Negara sebagai kepentingan bersama
dan dianggap mendesak untuk dilakukan.

Meskipun pengaturan yang demikian dianggap tidak mencerminkan nilai
demokrasi (asy-Syura) yang dikehendaki dalam Islam, karena terkesan merampas
hak politik masyarakat setempat. Akan tetapi mekanisme ini dipilih dengan penuh
pertimbangan guna menghindari mafsadat dikemudian hari, yang dapat
menghambat kepentingan negara seperti yang telah dijabarkan dalam bab
sebelumnya antara lain: ketidakjelasan pembagian urusan, tarik menarik, dan
tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah
penyelenggara Ibu Kota Negara. Sehingga untuk menyikapinya kita dapat
menggunakan kaidah fighiyyah yang menghendaki bahwa: menghilangkan

kemudharatan itu lebih utama dari mengambil sebuah kemaslahatan. lagi pula,
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pembangunan Ibu Kota Negara merupakan kepentingan bersama yang harus
didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sejalan konsep
istihsan sebagai istinbathul hukmi yang berorientasi pada maslahah mursalah.
B. SARAN

Ihwal ketatanegaraan yang menurut penulis relevan untuk dilakukan
adalah revisi muatan Undang-Undang IKN untuk lebih memperjelas definisi
“urusan pemerintahan” yang menjadi kewenangan Otorita IKN dan Kepala
Otorita IKN, hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan bias interpretasi.
Sehingga dapat memberi kejelasan bahwa urusan pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Kepala Otorita IKN sebagai pejabat setingkat menteri
bukanlah urusan-urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah sebagaimana
pemerintahan daerah lain dalam arti desentralisasi. Akan tetapi urusan hanya
dalam koridor urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah dalam arti
dekonsentrasi. Sehingga diharapkan dapat memperkuat justifikasi hukum, bahwa
pengaturan khusus berkenaan dengan kewenangan Kepala Otorita IKN sama

sekali tidak bertentangan dengan konstitusi (konstitusional).
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